
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG 

 
NOMOR 19 TAHUN 2014 

 

TENTANG 
 

PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG  

Menimbang: a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, 

sehingga perlu Kepala Desa untuk memimpin 
pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat 
desa; 

 b. bahwa untuk menetapkan Kepala Desa yang akuntabel 
dan kompeten serta didukung sepenuhnya oleh rakyat, 
maka diperlukan penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Desa; 

 c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
pemerintah daerah menetapkan kebijakan pemilihan 
kepala desa secara serentak; 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan dan 

Pemberhentian Kepala Desa; 

Mengingat: 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  

 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851);  
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 3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2543); 

 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5589) ; 

 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539); 

 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung  Tahun 2007 Nomor 17); 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 

Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi 
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 

Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 

Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis  

Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 11); 

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 
Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2007 Nomor 22); 

 10. Peraturan Daerah kabupaten Bandung Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan 
Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG 

dan 

BUPATI BANDUNG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN DAN 

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA 

 

BAB I 

Bagian Kesatu 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Bandung 
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 
daerah Kabupaten Bandung; 

6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan  kepentingan  masyarakat  setempat 
dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik 

Indonesia. 
8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang 

mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk 
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 
melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 

daerah. 
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10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD 
adalah lembaga yang  melaksanakan fungsi pemerintahan 

yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkaan secara 
demokratis. 

11. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang 
berdasarkan penjaringan oleh panitia ditetapkan sebagai 

bakal calon kepala desa. 
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon kepala desa yang 

telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan 

oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penjaringan 
sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih; 

13. Calon yang berhak dipilih adalah calon kepala desa yang 

telah lolos dari penyaringan dan ditetapkan oleh panitia 
pemilihan; 

14. Calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih dan 
memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala 
desa; 

15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 

melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban 
kepala desa dalam kurun waktu tertentu; 

16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan; 
17. Pemilih adalah penduduk desa setempat dan memenuhi 

persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 
18. Pemilihan adalah pemilihan kepala desa; 
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk 

menentukan sikap pilihannya; 
20. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh 

panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari 

warga masyarakat setempat; 
21. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari 

pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para 
calon kepala desa untuk mendapatkan calon yang berhak 
dipilih; 

22. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan kepala desa 
yang dibentuk oleh BPD; 

23. Panitia Pengawas adalah pengawas pemilihan kepala desa 
yang dibentuk oleh Camat yang melakukan pengawasan 
terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan kepala 

desa di desa yang bersangkutan; 
24. Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang 

berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang 

akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil 
terpilih menjadi kepala desa; 

25. Biaya Pemilihan adalah biaya pemilihan kepala desa 
dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa 
berdasarkan jumlah pemilih. 
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Bagian Kedua 

ASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP 

Paragraf 1 

Asas  

Pasal 2 

 

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa berdasarkan asas 

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

 

Paragraf 2 

Tujuan  

Pasal 3 

 

Peraturan Daerah pemilihan dan pemberhentian kepala desa di 

Daerah bertujuan untuk: 

a. Menjamin hak warga negara atau masyarakat untuk dapat 

dipilih sebagai calon kepala desa dan memilih calon kepala 
desa di Daerah. 

b. Menjamin agar penyelenggaraan pemilihan umum Kepala 
Desa dapat berjalan secara demokratis, transparan, jujur, 
dan adil. 

 
 

Paragraf 3 

Ruang lingkup  

Pasal 4 

 

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup : 

a. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa 

b. Larangan bagi Kepala Desa; 

c. Pemilihan Kepala Desa 

d. Pemberhentian Kepala Desa 

e. Biaya Pemilihan Kepala Desa; 

 

 

 

 

 


